INSTRUKSI WALIKOTA KEDIRI
NOMOR : 188.55/ 94O /419.16/2013

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PROGRAM LEGISLASI DAERAH TAHUN 2013

WALIKOTA KEDIRI.

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD Kota Kediri

dengan Pemerintah Kota Kediri sebagaimana tertuang dalam Nota Kesepakatan
Bersama Nomor : 631/1/419.20/2013 dan Nomor : 631/1/419.16/2013 tentang Program
Legisiasi Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

Untuk
KESATU

KEDUA

. Kepala Bappeda;

. Kepala DPPKA:

Kepala Disperindagtamben;
Kepala Dinas PU;

Kepala DTRKP;

Kepala Satpol PP;

Kepala Kantor Kesbangpolinmas;

Kepala Bagian organisasi;

© @ N @ 6~ 0N~

. Kepala Bagian Adm. Perekonomian.

Segera menindaklanjuti hasil Program Legislasi Daerah Tahun 2013
dengan mengajukan rancangan peraturan daerah yang telah masuk
dalam daftar Program Legislasi Daerah Tahun 2013 sebagaimana

terlampir.

Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan
kewenangan masing-masing dalam rangka penyusunan rancangan

peraturan daerah dimaksud.



KETIGA © Pengajuan rancangan peraturan daerah disampaikan kepada
Walikota Kediri lewat Sekretaris Daerah, dengan tembusan
disampaikan kepada Kepala Bagian Hukum agar segera dapat

diagendakan pembahasannya ditingkat Pemerintah Kota Kediri
sebelum diajukan ke DPRD.

KEEMPAT : Selain yang sudah masuk dalam daftar Program Legislasi Daerah
Tahun 2013, SKPD masih dimungkinkan untuk mengajukan
rancangan peraturan daerah lain atas dasar adanya amanat aturan
yang lebih tinggi, adanya urgensi atas kebutuhan penyelenggaraan
otonomi daerah dan kebutuhan masyarakat.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal g §JUN 2013

/ WALIKOTA KEDIRI,

H. SAMSUL ASHAR



NO

JUDUL RAPERDA

KETERANGAN

PEMRAKARSA
HASIL PROGRAM LEGISLASSI DAERAH TAHUN 2013
1 Pengelolaan Ruang Terhuka Hl]au DPRD Beium diajukan
| Pedoman Pembentukan Produk I
' 2 | Hukum Dalam Penyelenggaraan DPRD Belum diajukan
.| Pemerintahan Daerah .
-! Pertanggungjawaban Pelaksanaan .
| 4 | Perubahan APBD TA 2013 * DPPKA Belum diajukan
| 5 APBD TA 2014 ** DPPKA Belum diajukan
|l = - : - _ — — _____. .
| Organisasi dan Tata Kerja Badan Bagian organisasi / - !
! 6 . Penanggulangan Bencana Daerah Kesbangpolinmas BENIN DRidken
Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 5 I
7 | Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Bagian organisasi Belum digjukan |
Daerah S - '
Perubahan Kedua Perda Nomor 6 ; o -
8 | Tahun 2008 Tentang Dinas Daerah | Dadian organisasi B digjukan |
Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun ‘ ; " w i
g 2008 tentang Satpol PP Bagian organisasi Belum diajukan !
i i —
i 10 F’PNS 1 Satpol PP Belum diajukan |
11 Rencana Umum Energi Daerah : Disperindagtamben Belum diajukan
12 Pembmaan dan Penataan PKL Dlspenndagtamben Belum diajukan |
13 | Bangunan Gedung Dlnas PU Belum diajukan
' Perubahan Atas Perda Nomor 7 Tahun . R B
14 | 2010 tentang Retribusi dan IMB Dinas PU / DTRKP Belum diajukan
! ——
I ' Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun | -
|,. _15_ 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha DTRKP | Belum digjukar
- 16 | RDTRK Tahun 2013-2032 Bappeda Belum diajukan
‘ 1? RPJPD Tahun 2005-2025 Bappeda ' Sudah diajukan
| %
18 | Perusahaan Daerah Aneka Usaha Eegan. Adal. Belum diajukan

Perekonomian

T

| | PENGAJUAN RAPERDA DILUAR PROGRAM LEGISLASSI DAERAH

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

KPM

Sudah diajukan

Keterangan :

E3

b

/WAL!KOTA KEDIRI;

f H.SAMSUL ASHAR

Perlu segera diproses berkaitan dengan telah diundangkannya Perda Kota Kediri Nomor
1 dan 2 Tahun 2013, dengan tetap memperhatikan ketentuan waktu dalam peraturan

yang berlaku.

Mengacu pada ketentuan wakiu dalam peraturan yang berlaku.

fad



NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
DENGAN

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 631/ 1 /419.20/2013
NOMOR : 631/ | 1419.16/2013
TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Pada hari ini Senin tanggal duapuluh satu bulan Januari tahun duaribu tiga belas,

yang bertanda tangan dibawah ini :

l. a. Nama :  Hj. WARA S. RENNY PRAMANA, S.E

Jabatan . Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor :  JI. Mayor Bismo Nomor 21 Kota Kediri

b. Nama © Drs. HHNURUDDIN HASAN, S.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor :  JI. Mayor Bismo Nomor 21 Kota Kediri

c. Nama . Dr.H.SHOLAHUDDIN FATHURRAHIMAN, S.Ag.S.H.M.Si
Jabatan © Wakil Ketua DPRD Kota Kediri
Alamat Kantor :  JI. Mayor Bismo Nomor 21 Kota Kediri

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama o H. SAMSUL ASHAR
Jabatan . Walikota Kediri
Alamat Kantor : Jalan Jend. Basuki Rakhmad Nomor 15 Kota Kediri

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Kediri, selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.



Dasar Hukum :

1.

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5043);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5104);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor §3 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah.

KEDUA BELAH PIHAK sepakat menyusun program legislasi daerah (Prolegda) Kota

Kediri Tahun 2013 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Prograr- legislasi daerah (Prolegda) merupakan instrumen perencanaan program

pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan

sistimatis oleh Pemerintah Kota Kediri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Kediri.



Pasal 2

(1) Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1,
memuat program pembentukan peraturan daerah dengan materi yang diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Daftar program legislasi daerah (Prolegda) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.

Pasal 3

Program Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2013 ditetapkan berdasarkan skala
prioritas dan ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan otonomi
~ daerah dan kebutuhan masyarakat.

Pasal 4

(1) Program legislasi daerah (Prolegda) Tahun 2013 dapat dilakukan perubahan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang
mengharuskan, adanya urgensi atas kebutuhan penyelenggaraan otonomi
da “rah dan kebutuhan masyarakat sesuai kesepakatan KEDUA BELAH PIHAK.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Badan
Legislasi pada Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

Pasal 5
Biaya pelaksanaan program legislasi daerah (Prolegda) Tahun 2013 dan

pembentukan peraturan daerah Kota Kediri dibebankan pada Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2013.



Demikian Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli,
bermeterei cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi KEDUA
BELAH PIHAK setelah ditandatangani.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

ALIKOTA KEDIRI PIMPINAN

o z PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
"TEMPLY 395

. RENNY PRAMANA, S.E/
Ketua

f

Drs. H‘NQRUDDiN,HASAN, S.H
Wakit-e

'd

Dr.H.SHOLAHUDDIN FATHUR
Wakil Ketua

MAN.,S. Ag.S.H,M.Si




LAMPIRAN : NOTA KESEPAKATAN ANTARA DPRD KOTA KEDIRI
DENGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

NOMOR : 631/ | /419.20/2013
NOMOR © 831 | /419.16/2013

TANGGAL : 21 JANUARI 2013

DAFTAR PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)

TAHUN 2013
NO. RAPERDA TENTANG PEMRAKARSA
1 B 2
7 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau DPRD

2. | Pedoman Pembentukan Produk Hukum Dalam | DPRD
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. | Pertanggungjawaban Pelaksanaan  Anggaran | Pemerintah Daerah
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2012

4. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah
Daerah Tahun Anggaran 2013

5. | Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun | Pemerintah Daeran
2014

6. | Organisasi dan Tata Rerja Badan Penanggulangan | Pemerintah Daerah
Bencana Daerah

7. | Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang | Pemerintah Daerah
Dinas Daerah

8. Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang | Pemerintah Daerah

Satpol PP
9. PPNS Pemerintah Daerah
10. | Rencana Umum Energi Daerah | Pemerintah Daerah
11. | Pembinaan dan Penataan PKL Pemerintah Daerah

12. | Bangunan Gedung Pemerintah Daerah




-

1 2 3

13. | Perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang | Pemerintah Daerah
Retribusi dan (MB

14. | Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang | Pemerintah Daerah
Retribusi Jasa Usaha

15. | Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2008 tentang | Pemerintah Daerah
Lembaga Teknis Daerah

16. | Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun | Pemerintah Daerah
2013-2032

17. | Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah | Pemerintah Daerah
Tahun 2005-2025

18. | PD.Aneka Usaha Pemerintah Daerah

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

SIRQTA KEDIRI N PIMPINAN
_ZTIRHENPERWAKILAN RAKYAT DAERAH
/ 24\ KOTA KEDIRI
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N\

Drs. H.NURUDDIN HASAN, S.H

/ZIGH( ua
MAN, $.89,5.HM.Si.

Dr.H.SHOLAHUDDIN FATHU

Wakil Ketua



